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ABSTRAK  Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang 

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

 Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 13 Tahun 1950; 

UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 

2015; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 43 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015. 

 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan 

Perangkat Desa; Pengangkatan; Larangan; Pemberhentian Perangkat Desa; 

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa;  Unsur Staf Perangkat Desa; 

Ketentuan Peralihan. 

CATATAN  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2016. 

 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, 

Dan/Atau Pemberhentian Perangkat Desa; dan 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 Penjelasan 7 Halaman. 

 Diubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 

Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

 Diubah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Perangkat Desa. 

 


